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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Denda Pada Angsuran Murabahah Yang Bermasalah Di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya” untuk menjawab bagaimana bank menetapkan
besarnya denda, bagaimana kriteria mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar
angsuran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda pada angsuran
murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara berkunjung ke
objek penelitian tersebut yaitu di Bank Syariah Cabang Surabaya, yang diteruskan
dengan wawancara, membaca dokumen-dokumen tentang Bank Bukopin Syariah
dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam pola pikir deduktif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya nasabah yang telat membayar angsuran murabahah akan dikenakan denda
sebesar 5% dalam satu bulan yang mana dibagi per harinya. Dan denda ini dikenakan
pada semua nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran. Dana dari denda
akan dimasukan ke dalam dana social atau disebut dengan gord/hu hasan, yang mana
dana tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jika nasabah
benar-benar sudah pailit dan tidak mampu membayar lagi, maka bank melakukan
dengan cara kekelvargaan kemudian negoisasi untuk menjual jaminan, hasil
penjualan jaminan tersebut untuk melunasi hutang dan biaya operasional yang ada di
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dan sisanya dikembalikan pada nasabah.
Dari penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya bahwasanya pelaksanaan
denda pada angsuran murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya dibolehkan dalam ajaran Islam dikarenakan tujuan denda adalah membuat
nasabah lebih berdisiplin dan bertanggung jawab dalam membayar angsuran,
begitupula dendanya tidak melebihi batas.

Saran untuk nasabah Bank Syariah Bukopin yang melakukan pembiayaan
murabahah agar membayar angsuran sesuai dengan tempo yang sudah disepakati dan
janganlah menunda-nunda pembayaran apabila telah mampu untuk membayarnya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negeri kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam
adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, dalam
kehidupan perckonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal itu
disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam, juga berkaitan erat dengan
pemahaman ekonomi. Banyak kalangan masyarakat Islam menilai atau
memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan
agama. Akibatnya, persoalan perekonomian merupakan hal yang teralienasi
dalam kajian keislaman.

Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam
aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga
keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dari sekian jenis lembaga
keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam
aktivitas perekonomian masyarakat modern. Secara umum {ujuan tama bank
Islam seharusnya adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu
masyarakat dengan melakukan kegjatan perbankan, finansial, komersial dan

investasi sesuai dengan prinsip Islam. Upaya ini tentu saja harus didasari oleh



larangan atas bunga pada setiap transaksi, prinsip kemitraan pada semua
aktivitas bisnis yang atas dasar kesetaraan, keadilan, dan kejujuran’.

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di
dunia muslim maupun dunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk
perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas
“bunga” kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat
bahwa bunga adalah riba dan karenanya, menurut hukum Islam bunga bank di
haramkan. Sikap terhadap bunga yang seperti ini mendorong beberapa praktisi
perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat seria guna
mengembangkan sistem perbankan altematif yang sesuai dengan ajaran-ajaran
Islam. Khususnya, aturan-aturan yang terkait dengan pengaharaman riba”.

Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang operasionalnya
berlandaskan pada nilai-nilai islam dan Dewan Syariah Nasional

Salah satu produk dari bank syariah bukopin adalah murabahah.
Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasuluallah SAW dan para sahabatnya secara
sedethana, murabahah berarli suatu penjualan barang scharga barang tersebut
ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi, singkatnya murababah adalah akad
Jjual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

! Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dsu Implemcntasi
Operasional Bank Syariah,( Jakarta: Djambata,2001), hal 21
? Adiwarman Karim, Bank Jslam (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada 2004) hal 22



Produk pembiayaan Murababah dalam perkembanganya mencapai tujuh
puluh lima persen, dan dapat diterapkan dalam : pertama, pembiayaan
perdagangan barang, kedua, pembiayaan pengeluaran Jetter of credit.
Murabahahh sangat berguna bagi sescorang yang membutuhkan barang dengan
kekurangan modal, ia meminta bank agar membiayai barang dengan harga jual
bagi pemesan adalah haraga beli pokok ditambah margin keuntungan yang telah
disepakati.

Dalam pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang
untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabshah muajjal dicirikan dengan
adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal
akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk Jump swmp
(sekaligus).’

Dalam bank syariah bukopin cabang surabaya jika pembayaran dengan
cara cicilan terjadi masalah ataupun kemacetan dalam angsuran pembayarannya
maka pihak bank akan mengenai sanksi atau denda terhadap nasabah tersebut.

Pembebanan denda yang terjadi ketika nasabah terlambat membayar
angsuran tersebut dikenakan kepada semua nasabah yang mampu dan tidak

mampu dalam membayar angsurannya.

* Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada 2004) hal 105



Dewan Syariah Nasional telah menyatakan bahwasanya yang seharusnya
dikenai denda adalah nasabah yang sebeparnya mampu dalam membayar
angsuran akan tetapi ia enggan ataupun malas untuk membayarnya, tetapi dalam
prakteknya bahwasanya denda itu diterapkan pada semua nasabah yang telat
dalam membayar angsuran murzbahab, jadi pihak bank tidak memilih mana yang
seharusnya dikenakan denda atau tidak dikenakan denda.

Dalam al-Quran Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 280

sebagai berikut :

[

P
- 2 -.v’ ':”9.’ H '-,-‘: ’: sl " B " 2’-’: - { = -
»5-50/‘ »&=) 2 lgdaas ol Fress () b/bi-";f“;‘_s-’ o6 ol
J"#:
5 NEBTW

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan Jika kamu
menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamumcngetabld‘.

Ayat di atas sebagai dasar bahwa Islam menganjurkan menangguhkan
pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu sampai dia mampu untuk
membayarnya atau bahkan menyedekahkannya.

Dalam ketentuan umum Dewan Syariah Nasional yang mana

menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran:

* Departemen Agama RI, Al-Quran tsjwid dan terjemabnya, (Bandung, PT.Syaamil Cipta Media) bal
47



1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda
pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar discbabkan force majewr
tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bolch
dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.’

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini.
Sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Yang
membolehkan antara lain berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

“Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu
kezaliman.” (HR.Bukhari)

3 Himpunan Fatwa Dewan Syarish Nasional (Jakarta: PT. Intermasa 2003) hal 106



Menurut pihak yang membolehkan, hadits ini menjadi dalil jika orang
yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan
hukuman, termasuk hukuman denda.

Sedangkan pihak yang mengharamkan berdalil denda semacam ini
mirip dengan riba jahiliyah (ziba nasizh), yaitu tambahan dari ulang yang
muncul karena fakior wakiwpenundaan. Padahal justru riba inilah yang

diharamkan saat Al-Quran turun (QS Al-Bagarah : 275)
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Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itn, adalah disebabkan mercka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allak
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang lelah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannys, lalu terus berbenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilaya dabulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allab. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamny’.

Maka apapun namanya, ia tetap riba, dan inilah dasar para ulama
yang mengharamkan adanya denda.baik diambil dari orang yang mampu atau

tidak mampu,

6 Departemen Agama RI, A/-Qurag tajwid dan terjemabnysa, (Bandung, PT.Syaamil Cipta Media) hal
47



Untuk lebih mengetahui bagaimana denda dalam Islam dan apakah hal
tersebut menyimpang dari ajaran Islam atau tidak, maka penulis akan
mengadakan penelitian lebih lanjut di bank syariah bukopin cabang

Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah

dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

1.

2.

Prosedur pembiayaan murabahah

Penerapan denda pada nasabah

Pendapatan denda pada angsuran murabahah

Penetapan kategori mampu atau tidak mampu dalam membayar angsuran
bagi nasabahnya

Hukum Islam dalam penerapan dan pembebanan denda pada nasabah
Kerugian bank terhadap wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi



C. Batasan Masalah

Batasan-batasan atau hal-hal yang cukup dalam penclitian ini meliputi
masalah yang berkaitan dengan pembebanan denda pada nasabah serta
ketentuan-ketentuannya. Penulis membatasi pembahasan hanya pada :
1. Penetapan denda pada angsuran murabaliah yang terlambat dalam membayar

angsuran
2. Penetapan kategori mampu atau tidak mampu bagi nasabah
3. Aturan hukum Islam terhadap pembebanan denda dalam murabalzh.
Dan data yang penulis dapatkan yaitu dalam lima tahun terakhir. Pada

tahun 2005-2010.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ditarik
suatu rumusan masalah yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menetapkan besarnya
denda pada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran?

2. Bagaimana cara Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dalam menetapkan
kategori mampu atau tidak mampu dalam membayar angsuran bagi
nasabahnya?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda pada angsuran

murabaliah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?



E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini dengan rumusan masalah
tersebut diatas, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan terhadap pembebanan
denda pada pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan denda yang dibebankan kepada
nasabah jika terjadi masalah dalam pembiayaan murabahah

3. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum Islam terhadap pembebanan
denda pada angsuran murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin

Cabang Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari permasalah diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai
tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain :
1. Dari Segi Teoritis
a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti
membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori hukum Islam yang
berkaitan dengan pembebanan denda terhadap angsuran yang bermasalah

di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
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b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi
hukum Islam mahasiswa Institut Agama Islam Sunan Ampel pada
umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada kbususnya.

2. Dari Segi Praktis

a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk
membuat karya ilmiah yang lebih sempurna

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai tinjauan hukem Islam
terhadap pembebanan denda pada angsuran murabahah yang bermasalah

di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul
skripsi ini maka, penulis perlu untuk mengemukakan secara tegas, jelas dan
terperinci maksud dari judul: “tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda
pada pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang

Surabaya”.
1. Pembebanan Denda :  Adalah besarnya denda yang diterapkan di bank
syariah bukopin cabang surabaya, yang mana

berupa keharusan untuk membayar dengan



2. Murabahah

3. Hukum Islam

4. Bank Syariah Bukopin

H. Kajian Pustaka

11

scjumlah uang sebagai hukuman karena tidak
melaksanakan kewajiban’.

Adalah jual beli barang antara dua belah pihak
dengan harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati antara pihak bank

dan nasabah.®

Adalah pendapat para fugoha dan fatwa DSN .

tentang murabahah dan denda.

lembaga  keuangan yang tata cara

operasionalnya berlandaskan pada Dewan

Syariah Nasional, yang mana Bank Syariah

I

Bukopin disini terletak di jl. Raya Darmo Ng.

136 Surabaya

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang -

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan

atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

7 Departemen Pendidikan Nasional, K2mus Besar Bahasa Indonesis, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008) hal

338

® Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Kevangan Syariab, (Yogyakarta: Ekonisia, edisi ke2, 2003) bal

62
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Kajian lainnya yaitu dibahas oleh saudara Qomarul Fata Assyauqi
fakultas Syariah Jurusan Muamalah tentang “Penyelesaian Kredit Macet Pada
BMT Amanah Ummah Surabaya alam Prespektif Hukum Islam, yang mana
membahas tentang proses penyelesaian kredit macet diantaranya dengan cara
memberikan peringatan, melakukan negoisasi, melakukan eksekusi kepada
debitur yang tidak mempunyai i’tikad tidak baik dan kemudian yang terakhir
menshodagobkan kredit macet kepada debitur yang memang tidak mampu, dan
prinsip penyelesaian kredit macet dalam hukum Islam yaitu diantaranya
menyelesaikan persengketaan dengan prinsip damai, memberikan kelonggaran
waktu, bertindak tegas terhadap debitur yang dzolim dan yang terakhir yaitu
menshodagohkan.

Hal-hal yang terkait dalam murabahah adalah jual beli, keuntungan yang
disepakati bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara mengangsur
ataupun secara tunai/cash.

Dalam bukunya Wiroso yang bejudul “Jual Beli Murabahah™
bahwasanya hutang dalam murabahah secara prinsip, penyelesaian hutang
nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain
yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap

berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya pada bank, kemudian jika nasabah
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menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib
melunasi seluruhnya, dan jika penjualam mengalami kerugian, nasabah harus
tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh
memperlambat  pembayaran  angsuran maupun meminta kerugian itu
diperhitungkan.’

Dan kitab “fatawa al-buyu’ “ edisi Indonesia Tanya Jawab Lengkap
Permasalahan jual beli dijelaskan hukum jual beli secara tempo. Syaikh
Nashirudin Al-Albany menyebutkan dalam kitab “silsilaty al ahadits al
shahihah™*°

G sy b g m p 6 s
“Barang sispa yang melakukan dua transaksi (harga) dalam satu penjuslan
(barang), maka baginya untuk memilih harga yang lebih rendah dari keduvanya
ataupun riba.”

Adapun lafadz kredit dalam bahasa arab disebut dengan fagsith yang
artinya bagian, jatah atau membagi-bagj.

Sedangkan jual beli secara kredit menurut istilah adalah menjual sesuatu

dengan pembayaran tertunda dengan cara memberikan cicilan dalam jumliah

tertentu dan lebih mahal dari harga tunai.""

? wiroso, Jual Beli Murabaha, (Yogyakarta, UL pres, 2005) hal 49

' Kumpulan ulama, “Tagya Jawab Lengkap Permasalaban Jual Beli” (Jakarta, Pustaka As-Sunnah
2008) hal 273

M Said Aali Barghosy, hisyam bin Muhammad, Bai'y tagsid ahksmubu wa adsbuliy edisi
Indonesia,(at-tibyan) hal 43
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Hukum jual beli secara cicil telah dikatakan dalam salah satu tafsir
(penjelasan) bai’ataini dalam pendapat lain.

Para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut, baik pada masa lalu
maupun sekarang, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat ulama'?:

1. Hukumnya bathil secara mutlak, dan ini adalah pendapat madzhab Imam
Ibnu Hazm

2. Tidak boleh, kecuali jika dipisahkan pernyataannya oleh salah satu diantara
dua belah pihak, seperti jika yang diungkapkan hanyalah satu besaran harga,
misalnya harga yang dicicil saja.

3. Tidak boleh, akan tetapi jika telah terjadi dan yang dibayarkan adalah harga
yang lebih murah dari kedua harga yang ditawarkan boleh hukumnya.

Yang terlarang dalam jual beli kredit adalah ketika pembeli diharuskan
menambah harga pada saat ada keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah
ditentukan, yang dalam masyarakat kita sering disebut dengan denda
keterlambatan. Demikian juga jika pembeli meminta penundaan pembayaran dan
penjual merestuinya, dengan catatan, ia harus menambah harganya. Bentuk
inilah yang dilarang dalam islam karena dapat terkatagori ke dalam riba nasi’ah.

Dan begitu pula ada pendapat ulama tentang denda yang membolehkan

ataupun melarangnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

2 Kumpulan ulama, “Tanya Jawab Lengkap Permasalaban Jual Beli” (Jakarta, Pustaka As-Sunnah
2008) hal 274
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L Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan penulis meneliti
langsung di objek penelitian
b. Objek penelitian disini adalah di bank syariah bukopin cabang Surabaya
c. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah penelitian tentang:
pembebanan denda terhadap nasabah yang terlambat dalam membayar
angsuran, data mengenai kategori nasabah yang mampu atau tidak
mampu dalam membayar angsuran, dan data mengenai aturan hukum
Islam terhadap pembebanan denda pada angsuran murabahah yang
bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya
2. Sumber Data
Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Yakni sumber data mengenai denda terhadap nasabah yang
bermasalah dalam membayar angsuran mursbahah di Bank Syariah
Bukopin Cabang Surabaya terdiri dari :
1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang
ada di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

2. Data tentang denda yang diatur dalam Dewan Syariah Nasional
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. Sumber Data Sekunder
Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan
kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- Supramono Gatot, 1996. Perbankan dan Masalah Kredit.Jakarta:
Djambatan

- Tim pengembangan perbankan syariah institut bankir indonesia,
2001. Konsep,Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah.
Jakarta: Djambata.

- Himpunan Fatwa Dewan Syarish Nasional. 2003 Jakarta: PT.
Intermasa, cetakan kedua

- Hassan. A. 1996. Tarjamah Bulughul Maram. Bandung: CV.
Diponegoro, cetakan ke-IX

- Muslehuddin Muhammad. 1994. Sistem Perbankan Dalam Islam.
Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Sumitro, Warkum. 1997. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-
lembaga Terkait di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Poerwadarminta, WJS. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. cet.17.
diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Jakarta: Balai Pustaka.

- Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada.
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- Sudarsono, Heri. 2003. Bank & Lembaga Keuangan Syariah.
Yogyakarta: Ekonisia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
agar mendapatkan data yang benar-benar valid maka, teknik pengumpulan
data yang dilakukan di Bank Syariah Bukopin antara lain:
a. Interview
Peneliti melakukan wawancara atau melakukan komunikasi, yaitu
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya
komunikasi ini dilakukan saling berhadapan ataupun secara langsung
baik dengan cara lisan maupun tertulis.
b. Dokumentasi
Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen ataupun arsip-
arsip yang memuat garis besar data yang aakan dicari dan berkaitaan
dengan judul penelitian ini.
¢. Studi Kepustakaan
Peneliti mengumpulkan data dengan cara memperoleh  dari
kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli
serta beberapa buku refrensi yang ada hubungannya dengan penelitian

ini.
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4. Metode Pengolahan Data
Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu mengadakan pemeriksaan
kembali data-data terhadap pembebanan denda pada angsuran nurabahah
yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

b. Pengorganisasian yaitu menyusun dan mensistematikan terhadap
pembebanan denda pada angsuran murabahah yang bermasalah di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya

C. Analisis yaitu tahapan analisis dalam perumusan penerapan  dan
pembebanan denda terhadap angsuran murabahak yang bermasalah di
Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif
Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu yang
berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari sumber data yang dapat
dipahami /dianalisis dengan cara berfikir induktif,

Selanjutnya dilakukan analisis secara induktif yaitu mengemukakan
tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda pada angsuran

murabahah yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.



20

Yaitu dari aturan hukum Islam yang umum kemudian dikhususkan dari data

yang penulis dapat dalam penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab
akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah
dalam menyusun dan mempelajarinya, schingga dapat dicapai sasaran yang
sesuai dengan tujuan dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika
pembahasannya sebagai berikut :

Bab I : Berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman
skripsi ini, sebagai langkah pertama untuk memasuki bab berikutnya, yang
meliputi : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Kajian Pustaka,
Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BabIl : Membahas tentang pembebanan denda pada pembiayaan
murabahah yang bermasalah, dalam bab ini menjelaskan 1). Murababah,
meliputi pengertian murabahah, dasar hukum, rukun dan syarat murabahah serta
manfaat pembiayaan murabahah. 2). Denda, meliputi pengertian denda,
pembagian denda, dan jenis-jenis denda.

Bab IIl : Membahas tentang prosedur pembiayaan muribahah yang

menjelaskan 1) gambaran umum penelitian, yang meliputi latar belakang dan
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sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi misi,dah produk operasional di bank
Syariah Bukopin cab. Surabaya. 2). Penerapan denda terhadap pembiayaan
murabaliah yang bermasalah.

Bab IV : Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pembebanan Denda Pada Pembiayaaan Murabahah yang Bermasalah di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Bab V : Penutup yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB I
DENDA PADA PEMBIAYAAN

MURABAHAH

Menurut pengertian syari’at yang dimaksud dengan jual beli adalah
pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang
dapat dibenarkan. (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dan dapat disimpulkan
bahwasanya jual beli itu bisa terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak
atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.’

Islam melarang riba dan menghalalkan jual beli seperti yang dinyatakan
dalam surat al-Baqarah ayat 275.

@ Tl 505 L8 928"
57&51;2Alla11 telah menghalalkan jual beli dan mengbaran;kan riba. (Al-Baqarah:

Suatu jual beli dalam Islam sedikitnya harus memenuhi syarat bahwa ada
penjual, pembeli, barang yang dijual belikan, harga dan ijab qabul atau biasa juga
disebut dengan akad jual beli. Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank

adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk

' Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) hal 129
2 Departemen Agama R, Al-Quran tajwid dan terjemabnya, (Bandung, PT.Syaamil Cipta Media) hal
47
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bertransaksi langsung dengan supplier. Dengan melakukan transaksi dengan bank
(sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan
pembayaran tangguh atau diangsur. Jika murababah dilakukan dengan cara
pembayaran angsuran, maka yang timbul dari transaksi ini adalah piutang uang.
Artinya, penjual akan memiliki piutang vang sebesar nilai transaksi atas pembeli,
dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada penjual.?
A. Murabahah
1. Pengertian Murabahah
Murabahalh adalah jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pihak bank dan
nasabah.! Dalam murabahal, penjual menyebutkan harga pembelian barang
kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
Pada perjanjian murabakah, bank membiayai pembelian barang yang
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok., dan
kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah
keuntunganatau di mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang kepada

nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.”

* Institute Bankir Indonesia, Konsep Produk dsn Implement asi Operasional Bank Syariah, (Jakarta,
Djambatan, 2001) hal 66

4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
2004) hal 103

* Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Ekonosia, Edisi ke2, 2003) hal
62
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1. Dasar Hukum
a. Al-Quran

Dalam surat an-Nisa 29 :

o ol V) Yl o2y Snf B G5 < s

z ”! . LG t'-’l,{f.},:: r’t';} - 2. F
@La.:?-)rijc){w|ogl rS...mH}kuY_, ',5,;")30"3}%

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan Jalan perniagaan
Yyang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan Janganiah

kamu membunvh dirimu Sesunggubnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadanuf

Dalam surat al-Bagarah 275 :

Y g g PP gge 2 S"
(2 Tl 5 el Al =15
Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’
Dalam surat al-Baqarah 280 :

Y

4”/ .

s g% 1355 £5 oo (7B s 3 > -
o) > 1ddas oly ;’M"_Jjojja;a;oﬂp); /.,Kab

}’9: >4 P
Ry

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (scbagian ataun
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuf®.

® Departemen Agama Rl, Al-Quran tajwid dan terjemabinya, (Bandung, PT.Syaamil Cipta Media) hal
83

7 Ibid, hal 47
® Ibid, hal 47
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Dalam surat al-Maidah 1 :

2 on

cos E S c .3 1€ e . S.£. S g
Pl LG9 BTG ST 5,00 15 i <l s

s o, 4, ¥ 2 » - wf -

@ Sy G SEY) 0 o5k ol Jozé

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (vang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengetjakan haji. Sesungguhnya Allah menelapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya'.

b. Dari Hadits

o G 5 256 206 1Ly B 0 o 200 o
(‘-,":'6-“'9 O axls U" 01})) éi"y c'_:jj z.f':. ijj; Lj;_f, :‘:p;éﬁr}

Dari suaeb r.a bahwa Rasuluallah bersabda “Tiga perkara di dalamnya
terdapat keberkatan, yaitu (1) menjual pembayaran secara kredit )
Muqaradhah (nama lain dari Mourabahali) (3) mencampur gandum dengan
lepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual” ( HR. Ibau
Majah dan Sublu Assalam).

PR . o’f&, 2 “e . "z o,", o o5 § s - o £ o .
Loy e L g5l of B 2o e L R

(Ol ) domms g torle iy gl ol ¢ 2155 22 3200 ) 106
Dari Abu Said Al-Hudri babwa Rasuluallah SAW Bersabda
“sesungguhnya jual beli itu harus dialkukan secara suka sama suka” .
(HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah,dan sahih menurut Ibnu Hiban).

e R D A
5 Lo it
Diriwayatkan dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya Rasullullah bersabda:
Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalal
suatu kedholiman. Maka apabila salah seorang diantara kalian dialibkan

utangnya kepada orang yang kaya, maka ikutilah.” (HR. Bukhari)®

® Ibid, hal 106

' Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Badits shakil Bukdiani-Muslim (Solo, Insan Kamil, 2010)
hal 432



oL o 2o .
Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu
kezaliman'". ”(HR Bukhari).

Oyl Wi T 06 2 L Yy i 2 s Lall
s °. of L. oG ’0/*' ] - 24 - -
G Ty s B Yogb 92 e

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

haram dan kaum muslimin terikat dengan syaral-syarat mereka kecuali

syaral yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

(HR. Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf)’?

c. Ijma’

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karna
manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang
dihasilkan dan dimiliki orang lain. oleh karena itu jual beli adalah salah
satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka
mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.'®

2. Rukun Murabahah :
1. Pihak yang berakad:

a. Penjual

b. Pembeli

! Ibid, 432
12 Ibid, hal 353

" Mubammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah(Yogyakarta, Ul PresYogyakarta,
2000) hal 24
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2. Objek yang diakadkan:
a. Barang yang diperjualbelikan
b. Harga
3. Akad/Sighat :
a. Serah (ijab)
b. Terima (gabul)
3. Syarat Murabahah :
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian
. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (b) dan (e) tidak dipenuhi,
pembeli memiliki pilihan:
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang

yang dijual



c. Membatalkan kontrak'

Jual beli secara murabahah diatas hanya untuk barang atau produk
yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan
berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, system yang
digunakan adalah murdbalah kepada pemesan pembelian ( murabahah KPP).
Hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang

untuk memenuhi kebutuhan pembeliyang memesannya.
Dalam Dewan Syariah Nasional fatwa tentang murabahah yang

kelima yaitu tentang penundaan pembayaran dalam murabahah adalah :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaraan dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian
dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah

Kemudian yang keenam Bangkrut Dalam Murabahah :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup

kembali, atau berdasarkan kesepakatan.'’

" Syafi’l Antonio, Muhammad, Bask Syarish Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta, Gema Insami
Press,2001) hal 102
15 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: PT. Intermasa 2003) hal 29
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B. Pembebanan Denda
1. Pengertian Pembebanan Denda
Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk
denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Seorang karyawan yang tidak
masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat
membayar angsuran kredit motor juga akan mendapatkan denda setiap hari,
dengan nominal rupiah tertentu.
Pembebanan denda adalah besarnya denda yang diterapkan di Bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya yang mana berupa keharusan untuk
membayar dengan sejumlah uang sebagai hukuman karena tidak
melaksanakan kewajiban”, dan dalam hukum Islam denda discbut juga
dengan taziryang sama artinya dengan hukuman.
Dan penjelasan lebih lanjut mengenai {a'zir akan di jelaskan di bawah
ini
Tindak pidana fa’zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan salu
atau beberapa hukuman ta'zir. Yang dimaksud fazir adalah ta’dib, yaitu
memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan
macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana (aZi, tetapi hanya

menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang

16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamas Besar Bahasa [Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008) hal
338
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paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilik hukuman-
hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana fa'zir serta keadaan si
pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ‘fa’zir tindak

mempunyai batasan tertentu.!’

2

G A K o B 5

\%_j.’c
“Tazir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana
pemberi syariat tidak menentukan hukumannya secara tertentu”’'®

TaZir pantas untuk orang yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan.
Tujuan dari hukuman itu adalah untuk mencegah meraja lelanya kemaksiatan
dan kemungkaran. Untuk itu seorang hakim harus menentukan hukuman
yang tepat agar kemungkaran itu bisa dibiasakan.

Atau dengan kata lain, 7a'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif
yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan
maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian
hukumnya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman
masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.'®

2. Pembagian Ta'zir
Ulama fikih membagi fa'zir menjadi dua bentuk, yaitu : ar-ta'zir “ala

- al-ma’asi (ta'zir terhadap perbuatan maksiat) dan at-ta’zir Ii al-maslzhah al-

'” Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor, PT. Kharisma Itmu) hal 100

** Muhammad Rawas Qal’ahji, Ensiklopedi figih Umar bin Khatab ra(Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 1999) hal 579

** Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 10, (Bandung, PT. Al Ma’arif; 2004) hal 159
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‘ammah ({a’zir untuk kemaslahatan umum). Perbedaan keduanya terletak
pada hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam at-ta'zir ‘ala al-
ma’asi hukumannya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak
pidana dalam af-fazir Ii al-maslahah al-‘ammah, hukumannya dilarang
apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, karena pada dasarnya tindakan itu
sendiri tidak bersifat maksiat.”” Dan yang berkaitan disini adalah ketika
orang kaya menunda pembayaran maka mereka adalah dholim.
a. At-tazir ‘ala al-ma’asi
Menurut ahli fikih yang dimaksudkan dengan maksiat adalah
melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan
perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini bukan hanya
menyangkut hak-hak Allah melainkan menyangkut hak-hak pribadi,
misalnya syarak menentukan sholat itu wajib, sedang memakan babi dan
meminum minuman keras adalah haram. Apabila seseorang makan babi,
meminum minuman keras dan tudak menunaikan sholat maka ketiga
perbuatan itu disebut maksiat, dan pelakunya dikenakan hukuman fa’zir.
Dari jenis ketentuan hukumnya, ulama fikih membagi maksiat pada tiga
macam, yaitu:
1. Maksiat yang hukumannya ditentukan syara', seperti tindak pidana

hudud, pembunuhan dan perlukaan.

% Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta, PT. Ichtiar Barn Van Hoeve, ) hal 1773
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Misalnya : meminum khamar (tindak pidana ini termasuk hudud)
yaitu empat puluh kali dera, dengan penambahan empat puluh dera
lagi, sebagai hukuman tazir, maka hukuman orang yang meminum
khamar menjadi delapan puluh kali dera.

2. Maksiat yang dikenakan hukum kafarat, tetapi tidak dikenakan
hukuman hududnya.
Misalnya : suami istri yang melakukan hubungan intim siang hari di
bulan Ramadhan dinamakan maksiat dan dikenakan hukuman kafarat,
yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu harus puasa selama 2
bulan berturut-turut dan jika tidak mampu juga, maka hukumanny
adalah memeri makan enam puluh orang fakir miskin.

3. Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya,
baik hudud, gisas, diat dan kafarat.
Misalnya : mencium wanita yang bukan muhrim atau mahram,
memakan bangkai, meninggalkan sholat atau puasa, mengganggu
ketentraman tetangga dan mengambil hak milik orang Jain tanpa izin.
Dan hukumannya adalah sesuai dengan kemaslahatan yang
dikehendaki.

b. Aft-ta'zir Ii al-maslahah al-‘ammah
Menurut ahli fikih, pada prinsipnya jarimah ta’zir tersebut adalah

perbuatan-perbuatan  maksiat, akan tetapi syariat Islam juga
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membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah ta'zir
lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan terscbfl_t.
Namun jarimah taZzir yang ditetapkan oleh penguasa tersebut, menurut
ulama fikih perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, dan keharamannya
terletak pada sifat perbuatan itu, sifat yang membuat keharaman itw
adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan dan
keamananmasyarakat dan Negara. Menurut ulama fikih, terhadap seluruh
perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan
hukuman yang ditetapkan itu termauk 72°zir.2*

Abdul Qadir Audah, Abdul Aziz Amir, dan Ahmad Fathi Bahnasi,
ketiganya pakar hukum pidana Islam, mengemukakan beberapa bentuk
hukuman fa’zir yang terdapat dalam nas, yaitu® ;

1. Hukuman peringatan, ancaman, hardikan, dera dan pukul

2. Hukuman penjara baik yang bersifat sementara maupun penjara
sebagai hukuman tetap

3. Hukuman penyaliban

4. Hukuman pembunuhan

5. Hukuman pembuangan

6. Hukuman penyebarluasan berita tindak pidana yang bersangkutan

7. Hukuman pemisahan tempat tidur bagi istri yang nusyus

*! Ibid, hal 1774
% Ensiklopedi Hukum Islam 5, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, ) hal 1775



8. Hukuman pencopotan dari jabatan
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9. Hukuman berupa ketidaklayakan seseorang untuk suatu hal

10. Hukuman penyertaan harta yang diberlakukan kepada orang-orang

yang murtad.

11. Hukuman denda

¢. Larangan dalam menta’zir

Dibawah ini adalah larangan-larangan

diantaranya adalah sebagai berikut :

b.

Membakar tubuh manusia
Merusak organ tubuh
Hukuman #a’zirlebih dari satu
Tangguan ganti rugi dan 7azir

Had bersama ta'zir

d. Hukuman Denda

dalam menta'zir,

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam jarimah ta'zir

terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Misalnya, dalam kasus

seseorang yang tidak mau menunaikan sholat, lalu menurut pertimbangéan

hakim ia harus dikenakan hukuman denda dengan sejumlah uang untuk

sholat yang ditinggalkannya®. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim,

% Ensiklopedi Hukum Islam S, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,) hal1775
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karena menurut pertimbangannya, jika dikenakan hukuman lain yang

bersifat jasmani atau rohani, tidak akan tercapai hukuman itu.

Menurut ahli fikih, terhadap seluruh bentuk hukuman ¢2%zir yang
ada nasnya tersebut, pihak penguasa atau hakim boleh memilih salah satu
di antaranya untuk diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkatan pidana
laZir yang dilakukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan pribadi
terpidana dan kemaslahatan masyarakat atau negara®,

Hukuman faZir yang tidak disebutkan dalam nas, kebanyakan
menyangkut fazir li al-maslahah al-ammah. Untuk itu, penentuan
hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam
kaitan dengan ini pun, seorang hakim harus mempertimbangkan
kemaslahatan pribadi terpidana, lingkungan yang mengitarinya,
kemaslahatan yang menghendaki, dan sesuai dengan tujuan syarak dalam
menetapkan hukuman.

Dalam KUHP pasal 31 ayat 1,2,3 tentang denda yaitu® :

1. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani  kurungam
penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus
membayar denda itu.

2. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika

membayar dendanya.

* Ibid, hal 1776
» Moeljatno, KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,( Jakarta, Bumi Aksara, 2008) hal 16
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-----

mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari
sebagaian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

FATWA NOMOR 17/DSN: MUIIX/2000 TENTANG SANKSI

ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA

PEMBAYARAN

L.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda
pembayaran dengan disengaja.

Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur
tidak boleh dikenakan sanksi.

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip fa'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial?®,

*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003 hal 106



BAB I

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAHDI BANK BUKOPIN

SYARIAH CABANG SURABAYA

A. Profil Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

1.

Sejarah berdirinya Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 — 25 Agustus 1990,
yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank
Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI
dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan
semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT
Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada
tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi
dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September
1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan
dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan
ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteﬁ Kevangan Ali
Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan

realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri.
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KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan
jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia
karena political-will belum mendukung.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan
kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri
beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada
tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari
Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian
lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank
yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank
Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan
BPD Aceh.

Konsep Ekonomi Syariah diyakini menjadi “sistem imun” yang
efektif bagi Bank Muamalat Indonesia sehingga tidak terpengaruh oleh
gejolak krisis ekonomi pada waktu itu ternyata menarik minat pihak
perbankan konvensional untuk mendirikan Bank yang juga memakai sistem
syariah. Pada tahun 1999, perbankan syariah berkembang luas dan menjadi

tren pada tahun 2004.
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Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, perbankan syariah
nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pancang perekonomian
Indonesia yang kuat dan menjadi solusi terbaik terhadap permasalahan-
permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat saat ini, terutama bagi
mereka yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah, yang sangat
membutuhkan pinjaman dana dari bank untuk usahanya.

Jumlah cabang bank syariah di beberapa daerah juga masih sangat
terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya masyarakat yang menggunakan
jasa perbankan syariah. Market share perbankan syariah pun menjadi tidak
begitu tinggi. Seperti yang diungkapkan Drs. Agustianto, M. Ag, Sekjen DPP
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), market share perbankan syariah
belum mencapai 2 % dari total asset bank secara nasional.

Perjalanan PT. Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank
umum, PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), yang didirikan pada tanggal
29 Juli 1990 dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Dalam
perkembangannya, PT Bank Persyarikatan Indonesia tersebut kemudian di
akuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbkuntuk dikembangkan sebagai Bank
Syariah.

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi

syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal



11 Desember 2008 telah diresmikan oleh M. Yusuf Kalla, wakil presiden
Republik Indonesia (periode 2004-2009).

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang
saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka
untuk menjadikan PT bank Syariah Bukopin scbagai syariah dengan
pelayanan terbaik.

Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank
Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban

Usaha Syariah-nya ke dalam PT Bank Syariah Bukopin.



2. Struktur organisasi dan personalianya

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SYARIAH BUKOPIN
DIREKTORAT BISNIS CABANG SURABAYA — DARMO

| DREKTORAT BISNIS |

CABQNG A DIVISI PELAYANAN
Ersyam Fansuri

------------- 4 PELAYANAN & OPERASI CABANG

BISNIS

ACCOUNT OFFICER
Erwin Nirwana
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Falis Hadianzah HUKUM
Laila Nur Rahmawati Nur Fadhilah
fajrul

Bagus
Ida Herlina
Pramono Santoso
Tito Arya W
Yenny Novita
Roosena Aditya

RELATIONSHIP OFFICER
Rizky D. Cahyadi
Bayu Herlambang
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3. Visi dan misi
Adapun visi dan misi bank syariah bukopin adalah sebagai berikut :
Visi
“ Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik
Misi
1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
2. Membentuk sumber daya insani yang professional dan amanah
3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro
Kecil dan Menengah)
4. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder’
4. Produk-produk Bank Bukopin Syariah
Produk-produk  dalam bank syariah bukopin diantaranya ada
pendanaan, pembiayaan dan jasa.
a. Produk-produk pendanaan
1. Tabungan iB Siaga
Simpanan dalam mata uvang rupiah yang penyetoran dan

penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

! Company profile Bank Syariah Bukopin



2. Tabungan iB Rencana
Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang
kompetetif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang,
sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.
3. Tabungan iB Siaga Bisnis
Tabungan iB Siaga Bisnis menggunakan prinsip mudharabah
mutlaqah, sehingga nasabah memperoleh kepastian bagi hasil
4. Tabungan iB Haji
Simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah
yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji atau Umroh
5. Giro iB
Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat penbayaran dan
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek
atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui
pemindahbukuan lainnya.
6. Deposito iB
Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara

deposan dengan pihak bank.
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7. TabungankuiB
Tabunganku iB adalah tabun5gan untuk perorangan dengan
persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh
bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Produk-produk penyaluran dana (Pembiayaan)
1. Murabahah
Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan
yang disepakati.
2. iB Pemilikan Mobil
fasilitas pembiayasn yang digunakan untuk pembelian
kendaraan roda empat sebagai kendaraan pribadi.
3. iB Pemilikan Rumah
Pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal, ruko, rukan,
apartemen atau rumah peristirahatan (vila) baik kondisi barn maupun
lama dan prioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan
ditempati sendiri. |
4. Mudharabah Muqoyyadah
Pembiayaan yang diinvestasikan nasabah/pemilik dana khusus
untuk bisnis tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

nasabah.



5. K3A Pola Syariah
Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin
(Bank) kepada koperasi karyawan (kopkar), Koperasi Pegawai,
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi lainnya yang
diteruskan kepada anggotanyauntuk memenuhi berbagai kebut uban.
6. KKPA Relending Syariah
Pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk investasi
dan modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada
anggotanya dengan sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank
Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh PT. Pedmodalan Nasional
Madani (PNM).
7. Talangan Haji
Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada penabung siaga haji
yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan
memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan kepastian
pemberangkatan ibadah haji.
8. iB Jaminan Tunai
Pemberian pembiayaan dengan jaminan cash collateral yang
ada di Bank Syariah Bukopin dan diblokir sampai dengan

pembiayaan lunas.
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9. iB istishna Pararel
Pembiayaan yang digunakan untuk jual beli dimana bank
(penjual) memesan barang kepada pihak lain (produsen) untuk
menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu
yang telah disepakati nasabah (pembeli) dengan pembayaran sesvai
dengan kesepakatan.
¢. Produk-produk jasa
1. ATM Siaga Syariah
Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi
perbankan dengan perangkat mesin ATM (Autometed Teller
Machine) yang dimilik atau ditunjuk oleh Bank Bukopin
2. Siaga Visa Electron Syariah
Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan
transaksi belanja dan transaksi lainnya di merchant atau ATMyang
berlogo Visa atau Visa Electron.
3. SMS Banking Syariah Bukopin
Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi
perbankan dengan berbasis teknologi seluler
4. Internet Banking Syariah Bukopin
Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi

perbankan dengan menggunakan internet



5. Cash Management
Fasilitas layanan khusus kepada nasabah korporasi (corporate)
untuk melakukan transaksi atas rekeningnya dan melakukan
monitoring atas transaksi yang terjadi.
6. Save Deposit box (SDB)
Fasilitas layanan kepada mnasabah untuk melakukan
penyimpanan barang berharga seperti sertifikat, emas dan BPKB.
7. Payment Point
Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan

pembayaran atas tagihan listrik, telpon, PAM dan pengisian pulsa.

B. Implementasi Pembiayaan Murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang
Surabaya
1. Konsep pembiayaan murabahah di bank syariah bukopin
Pembiayaan murabahsh di bank syariah bukopin cabang Surabaya
adalah suatu konsep jual beli, konsep ini telah digunakan oleh bank maupun
lembaga keuangan islam yang bertujuan untuk pembiayaan usaha maupun
konsumtif. Dalam konsep jual beli ini bank syariah bukopin menerapkan
pembiayaan murabahah ini sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.
Pembiayaan murababah pada bank syariah bukopin cabang Surabaya

ini, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang mana bank
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memesan barang yang telah dipesan oleh nasabah kepada bank kemudian
menjualnya nasabah dengan ditambah margin yang disepakati oleh kedua
belah pihak antara nasabah dan bank, yang mana pembayarannya diangsur
tiap bulannya.
Dan produk pembiayaan bisa digunakan untuk memenuhi usaha
modal kerja maupun untuk kepentingan pribadi.
a. iB Pemilikan Rumah
iB pemilikan rumah Bank Syariah Bukopin membantu memenuhi
kebutuhan hunian nasabah yang menginginkannya, baik membeli rumah
baru maupun lama, membangun ataupun merenovasi.
1. Manfaat dan fasilitas iB Pemilikan Rumah Bank Syariah Bukopin
adalah:
a. Nyaman
b. Bebas
c. Multi kebutuhan
d. Pilihan tepat
e. Mudah
f. Fleksibel
g. Gampang Bayar Angsurannya

h. Joint Income



2.
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Syarat dan ketentuan
a. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikahdan saat pembiayaan
lunas berusia maksimum 60 tahun pada saat pelunasan mobil

b. Berpenghasilan tetap dan mampu mengangsur

¢. Dokumen yang diperlukan

a.

b.

Fotocopy KTP dan NPWP pemohon dan suami/ istri (jika ada)
Fotocopy kartu keluarga

Fotocopy akta nikah/cerai/pisah harta (jika ada)

Fotocopy surat WNIdan ganti nama (jika ada) atau akia lahir
suami/istri (untuk WNI non pribumi)

Slip gaji terakhir asli/surat keterangan kerja asli (khusus karyawan)
Fotocopy tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir

Fotocopy SIUP, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili
atau akta pendirian perusahaan (khusus pengusaha)

Fotocopy surat izin prakiek/SK pengangkatan dari instansi terkait
(khusus profesional)

Laporan keuangan (meraca dan rtugi laba)/laporan cash
flow/invoice/kuitansi/catatan penjualan/catatan pembelian/ catatan
biaya 2 tahun terakhir (khusus pengusaha dan professional)

Fotocopy dokumen jaminan (sertifikat, AJB, IMB dan PBB)
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2. Prinsip pembiayaan
Adapun prinsip-prinsip pembiayaan dalam Bank Syariah Bukopin
yaitu berdasarkan pada 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan ,
Condition)
a. Character
Data kepribadian dari calon pelanggan sepert sifat-sifat pribadi,
kebiasaannya, latar belakang keluarganya maupun hobinya. Character ini
untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur untuk meenuhi
kewajibannya atau tidak.
b. Capacity
Merupakan kemampuan calon nasabahdalam mengelola usahanya
yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya,
sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran
atau kemampuan dalam membayar
c. Capital
Kondisi kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dikelolanya, hal
ini bias dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan dil.
Dari kondisi diatas bias dinilai apakah layak calon pelanggan diberi

pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan

2 Wawancara dengan ibu. Rosi Herwati,Residence Audit (Auditor), selasa, 22 juni 2011
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d. Collateral
Jaminan yang mungkin bias disita apabila temyata calon
pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.

e. Condition

Pembiaayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan
kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Oleh

karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon

nasabah.
3. Prosedur pembiayaan
Ada beberapa langkah maupun prosedur yang harus dilakukan dalam
pembiayaan murabahah yaitu:

1. Mengajukan permohonan kepada bank, yang mana AO (account Officer)
me-follow up data-data nasabah tersebut, bisa dari perorangan dan badan
usaha.

a. Data yang dibutuhkan untuk pengajuan data dari perorangan : KTP,
NPWP, surat nikah (jika ada) dan KK. Jika karyawan tetap
melampirkan SK pengangkatan dan slip gaji asli dan jika pengusaha
melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir ( neraca dan laba

rugi)
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b. Data yang dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan dari badan
usaha : yaitu badan usahanya harus sudah terdaftar di menteri
kehakiman, akta pendirian, TDP, SIUP, laporan keuangan 2 tahun
terakhir, harus membuka rekening giro, KTP pengurus badan usaha
tersebut.

c. Fotocopy jaminan

2. Setelah data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis oleh beberapa
bagian yang diantaranya:

a. AO menganalisis ekonominya

b. Legal menganalisis yuridisnya

¢. CI(Credit Investigasi) menganalisis agunannya (laporan taksasi atas
agunannya).

Kemudian CI (Credit Investigasi) melakukan BI checking untuk
melihat apakah nasabah ada pinjaman di bank lain atau tidak’.

3. Dari data analisis AO, legal dan CI diajukan kepada komitte pembiayaan,
dan komitte pembiayaan ini yang memutuskan layak atau tidaknya
nasabah untuk diberi pembiayaan.

4. Kemudian AO mempresentasikan nasabahnya brdasarkan 5C (caracter,
capital, condition, collateral dan capacity) yang ada dalam diri

nasabahnya  dihadapan komitte pembiayaan yang mana komitte

3 Wawancara dengan ibu. Rosi Herwati,Residence Audit (Auditor), selasa, 22 jumi 2011
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pembiayaan ini adalah pimpinan cabang dan AQ yang sudah senior yang
telah mendapatkan persetujuan dari pusat.

5. Dan jika komitte pembiayaan menyetujui maka keluarlah MKP
(Memorendum Komitte Pembiyaan)

6. Komitte pembiayaan menyetujui dengan syarat yang teriera pada MKP,

kemudian cair melalui memo drooping.

C. Penerapan Pelaksanaan Denda Pada Angsuran Murabahah yang Bermasalah di
Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya
1. Penetapan Besarnya Denda

Murabahah yaitu jual beli barang antara dua belah pihak dengan harga
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan
nasabah.

Ketetapan besamya denda dalam angsuran murabahah yang
bermasalah di bank syariah bukopin cabang surabaya adalah 5% yang mana
sudah ditetapkan melalui rapat dewan pengurus pusat bank syariah bukopin,

Misalnya saja bapak Adhi mengajukan pembiayaan mursbahah ke
bank, maka disini bank sebagai penjual dan bapak adhi sebagai pembeli,
maka bank memesan barang yg diminta bapak adhi kepada toko ataupun
suplier yang menyediakan.

Harga perolehan : 150.000.000
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Margin : 15.000.000
Harga jual : 165.000.000
Lama angsuran : 2 tahun (24 bulan)

Maka 165.000.000 = 6.875.000
24

Jadi bapak adhi membayar angsuran sebesar 6.785.000 setiap
bulannya. dalam pembiayaan murdbahah jika nasabah terlambat membayar
angsuran maka nasabah dikenakan denda.

2. Penerapan Denda murabahah

Denda adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah jika terlambat
membayar angsuran, dalam Bank Syariah Bukopin ketetapan besarnya denda
telah ditetapkan oleh dewan pemimpin pusat yaitu dikenakan denda 5% per
bulan jika terlambat dalam membayar angsuran dan dihitung perhari.

Jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran maka dikenakan
denda. Misainya nasabah terlambat membayar angsuran3 hari setelah jatuh

tempo, dan angsuran perbulannya 10.000.000, maka :
3—30— x 5% x 10.000.000 = 50.000

Maka nasabah yang telat 3 hari setelah jatuh tempo dikenakan denda
50000.* Kemudian dana dari denda dialokasikan ke dana qordlu hasan atav

yang biasa disebut dana social/dana kebajikan.

* Wawancara dengan ibu. Rosi Herwati, Residence Audit (Auditor), senin, 21 juni 2011



Qordhul hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang
membutuhkan tanpa disertai biaya apapun, bila suatu saat si peminjam tidak
dapat mengembalikannya, maka diberikan kelonggaran waktu pembayaran
baginya. Namun, jika si peminjam benar-benar tidak bisa mengembalikan
maka bagi pemberi pinjaman dianggap shodagoh.

Denda yang dialokasikan di qordhul hasan disalurkan kepada
kegiatan-kegiatan social. Misalnya disalurkan pada acara buka bersama
dengan anak-anak yatim, loper Koran, pedagang kaki lima dil. Dan dana
social ini bukan hanya berasal dari uang denda tapi dari deposito yang
sebelum jangka waktu sudah diambil atau terkena pinalti, dan dari penutupan
rekening’.

Dan denda yang dikenakan pada semua produk yang ada di bank
Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah 5%, tetapi itu semua dengan
ketentuan diatas, karena adanya denda tersebut bertujuan untuk memberikan
suatu pendidikan agar bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab.

3. Pemilihan kriteria mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar angsuran

Dalam pembayaran angsuran Bank Syariah Bukopin menetapkan
kategori nasabah yang mampu atau tidak mampu dalam membayar angsuran
yaitu dengan cara :

a. Gaji ( minimal gajinya 2 juta)

* Wawancara dengan ibu Dian, Sekretaris Bank Syariah Bukopin, sclasa 21 juni 2011



57

Usahanya atau kerjaannya
Usia
Jaminan, yaitu jaminan lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan

dengan prosentase 125%

4. Dasar Hukum Pembebanan Denda

Dalam pembebanan denda ini dasar hokum yang diacu oleh Bank

Syariah Bukopin adalah FATWA NOMOR 17/DSN: MUVIX/2000

TENTANG SANKSI TAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-

NUNDA PEMBAYARAN

1.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda

pembayaran dengan disengaja.

. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur

tidak boleh dikenakan sanksi.

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip ta‘zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
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6. Dana yang berasal dari denda diperunt ukkan sebagai dana sosial®.
Dalam Undang-Undang Perbankan pasal 29 ayat 3 :

Dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
dan melakukan kegiatan lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya
kepada bank.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 133: “Jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat
menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan diantara pibak-pihak
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau

pengadilan.”

“Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003 hal 106



BAB1IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBEANAN DENDA PADA
ANGSURAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BANK BUKOPIN
SYARIAH CABANG SURABAYA
A. Analisis Terhadap Penerapan Denda Pada Angsuran Mourabahah yang
Bermasalah

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari
sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah
yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakaan
aktifitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah serta petunjuk operasional,
yang mana tujuan itu selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai
kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, uga memiliki nilai yang sangat
penting bagi persaudaraan dan keadila sosioekonomi. Dari sekian jenis lembaga
keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam
aktivitas perekonomian masyarakat modern.

Tujuan yang biasanya dicanangkan oleh bank konvensionl adalah meraih
keuntungan sebanyak-banyaknya, berbeda dengan tujuan bank Islam berdiri
untuk memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang
berasaskan syariah Islam. Prinsip utama bank Islam terdiri dari larangan atas riba
pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan

(equality), keadilan (fairness), dan keterbukaan (transparency).
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Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara
eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual
kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.

Jadi, murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual
menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan
(margin) yang diinginkan'.

Suatu perjanjian dimana bank membiayai pembelian barang yang
diperlukan nasabah dengan system pembayaran ditangguhkan. Di dalam
prakteknya, dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada
nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank.
Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan
harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan/mark up untuk
dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian
antara bank dan nasabah®.

Pembiayaan murabahah ini mirip dengan kredit modal kerja pada bank

konvensional, oleh karena itu jangka wakiu pembiayaan tidak lebih dari satu

! Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT . Reja Grafindo Persada 2004) hal 103
? Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam, (Yakarta, PT . Raja Grafindo Persada, 1997) hal 93
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tahun. Dan tujuan pembiayaan murabshak adalah untuk pembiayaan yang

sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor dan scbagainya.
S P M R g e R S A oy Jfy oo d Lo B O
(e oF b ol ol ) ¢-—UY »w” ;415‘4?“ Sy i,y

Dari suaeb r.a bahwa Rasuluallah bersabda “Tiga perkara di dalamnya terdapat

keberkatan, yaitu (1) menjual pembayaran secara kredit (2) Muqaradbah (nama

lain dari Murabahah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan
rumah dan bukan untuk dijual”. ( HR. Ibnu Majah dan Sublu Assalam).

Teknis perbankan

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga
jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan (mark up).
Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak
dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya
dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsamanin ajil).

Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada

nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh®.

3 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Ekonosia, Edisi ke2, 2003) hal
63
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Gambar 1.1.
Skema Ba’i al-Murabahah

(1) Negoisiasi

(2)Akad Jual-Beli
Qank @abah )

(6)Bayar 1

v

A A

(Terima barang
& dokumen

(3)Bel Barang (4)Kirmm
»| Produsen

1. Ketentuan Dalam Murabahah
a. Jaminan dalam murabahah
Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat dalam
murabalah, jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak
main-main dengan pesanan. Bank dapat meminta nasabah suatu jaminan
untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnyabarang-barang

yangdipesan dapat menjadi salah satujaminan yang bisa diterima untuk
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pembayaran utangnya®. Misalnya jika mengajukan pembiayaan mobil
maka BPKB mobil tersebut akan menjadi jaminannya. Dalam Bank
Syariah Bukopin jaminannya yaitu diatas jumlah pembiayaan yang
diajukan, sebesar 125% dari pembiayaannya.
b. Utang dalam murabahah

Secara prinsip penyelesaian utang dalam transaksi ini, pesanan
atau dalam perbankan syariah disebut murobahah kepada pemesan
pembelian (KPP) tidak ada kaitannya dengan trasaksi lain yang dilakukan
pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah
pemesan menjual kembali barang teresebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada penjual.
Termasuk , bila pemesan menjual barang tersebut sebelum masa
angsurannya berakhir, ja tidak wajib segera melunasi selurub
angsurannya. Seandainya penjual aset tersebut merugi (jika nasabah
seorang pedagang), pemesan harus tetap menyelesaikan pinjamannya
sesuai dengan kesepakatan pertama. Ini dikarenakan transaksi penjualan
kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh nasabah merupakan akad yang
benar-benar terpisah dari akad pertama dengan bank:

Dalam bukunya wiroso yang berjudul Jual Beli Murabahah

bahwasanya hutang dalam murabahah secara prinsip, penyelesaian hutang

* Syafi'l Antonio, Muhammad, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, ( Jakarta, Gema Insani
Press,2001) hal 105



nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi
lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya pada
bank, kemudian jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruhnya, dan jika penjualam
mengalami kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya
sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran
angsuran maupun meminta kerugian itu diperhitungkan.’
¢. Denda bagi nasabah
a. Denda bagi nasabah yang mampu
Seorang nasabah yang memiliki kemampuan secara financial
ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya. Hal ini sering
terjadi dalam praktek pembiayaan pada bank. Jika terjadi pembeli atu
pihak bank dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum demi
untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengajukan klaim
kerugian financial yang terjadi akibat penundaan. bila terdapat
nasabah yang lalai dalam pembayaran, maka pihak bank cenderung
mengambil tindakan dengan jalan kekeluargaan, namun jika memang

nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan

3 wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta, UII pres, 2005) hal 49
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masih mempunyai kemampuan membayar, adapun jika nasabah tidak
mau membayar, maka pihak bank dapat melakukan penyitaan aset
lewat kantor pengurusan piutang dan lelang Negara.
. Denda bagi nasabah yang tidak mampu

Nasabah yang berhutang pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi
hingga macet dan bukan karena lalai. Nasabah harus beretika baik
dengan melaporkan kepada bank, pinalti tidak akan dilakukan. Bank
akan merundingkan dengan nasabah menyangkut kemungkinan
memberikan kelonggaran atau tambahan tempo sehingga ia mampu
membayar kewajibannya. Apabila telah sampai batas waktu
kelonggaran habis, nasabah masih tetap tidak mampu membayar ,
maka pihak bank boleh mengambil inisiatif untuk mengeksekusi
asset, dengan tetap menjaga dan tidak mengurangi hak nasabah
sedikitpun. Dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan

sebagian atau seluruhnya, itu lebih baik jika kamu mengetahuinya,

. Nasabah dalam keadaan force majeur

Apabila tetjadi force majeur seperti kejadian-kejadian dibawah

ini:



a. Bencana alam: letusan atau ledakan gunung berapi, gempa bumi
dan banjir

b. Perang dan permusuhan yang dinyatakan pemerintah

c. Pengambil alihan kegiatan usaha perorangan/badan usaha/badan
hukum (disesuaikan) oleh Pemerintah Republik Indonesia
terhadap salah satu dari Para Pihak, yang mengakibatkan pihak
dan/atau kantor perwakilan/cabang pihak yang mengalami force
majeur tersebut tidak bisa menjalankan usaha dan/atau
melanjutkan kewajibannya menurut Akad ini, baik untuk
seterusnya atau untuk sementara waktu, maka pibak yang
mengalami force majeur tersebut akan segera memberitahukan
secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender  kepada  pihak lain dengan  melampirkan
peryataan/keterangan tertulis dari Pemerintah setempat atau
pejabat yang berwenang,

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 133: “Jika salah satu pihak konversi murabahah tidak
dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan
diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

perdamaian/shulh, dan atau pengadilan.”™

6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ( Bandung, Fokusmedia, 2010) hal 42
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran Murabahah

yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

Mourabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak
digunakan oleh bank syariah. Murabahah sesuai untuk pembiayaan sebagian dari
investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan.
Murabahah memungkinkan nasabah atau investor mntuk membeli barang jadi,
bahan baku, mesin-mesin dIL

Dari penjelasan diatas telah dipaparkan tentang penerapan denda yang
mana hanya boleh dikenakan pada nasabah yang sebenarnya mampu dalam
membayar angsuran tetapi lalai atau enggan dalam membayar angsuran tersebut.
Denda dikenakan jika terlambat membayar angsuran. Sebagian masyarakat
berpendapat bahwa denda semacam ini adalah boleh karena itu dianggap sebagai
ganti rugi kepada bank dan bertujuan agar nasabah disiplin dalam membayar
angsuran murabajah dan tidak menganggap remeh pembayaran angsuran itu.

Angsuran dalam akad murabahah sesuai dengan peraturan yang ada dan
statusnya sebagai pembayaran sewa bulanan. Namun dalam prakteknya baik
dalam anggapan nasabah, uang angsuran itu dianggap sebagai angsuran harga
pembelian secara kredit. Jika dianggap sebagai angsuran harga beli secara kredit,

maka harga beli secara kredit itu sendiri merupakan utang (dayn).
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Dalam ketentuan umum pada Dewan Syariah Nasional fatwa Nomor

17/DSN- MUI/IX/2000 yang mana menetapkan fatwa tentang sanksi atas

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran:

1.

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
(Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak

boleh dikenakan sanksi.

. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip fazir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uvang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam figih kontemporer, denda karena terlambat membayar utang atau

angsuran utang disebut al-gharamat at-tgkhiriyah atau al-gharamat al-maliyah.”

7 Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, Maz Laa Yasa’u at-Tajir Jalilahu, hal. 279 & 335
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Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian
membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Yang membolehkan antara lain

berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

‘o’. - {o ,o,
el 7 e

" Tindaksn menunda pembayaran utang olch orang kaya adalah suatu
kezalimar®. ”(HR Bukhari).

Juga sabda Nabi Muhammad SAW :

3.0, 3.0 % 4 O B
A o Jo a
“Tindakan orang mampu [menunda pembayaran wangnyal telah menghalalkan
kehormatannya dan sanksi kepadsnya.’” (HR Akmad, Abu Dawud, Nasgi, Ibnu
Majah, dsn Al-Hakim).

Menurut pihak yang membolehkan, hadits ini menjadi dalil jika orang
yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan
hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dva syarat.
Pertama, denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya
dengan riba jahiliyah (17ba nasjah). Kedua, denda ini hanya dikenakan bagi yang

mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan.

-
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$ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan hadits shahib Bukhari-Muslim (Solo, Insan Kamil, 2010)
hal 432
? A. Hasan, Tagjamah Bulughul Maram (Bandung, CV. Diponegoro, 1996) hal 435
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Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam Kesukaran, Maka berilah tanggul
sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah : 280).

Sedangkan pihak yang mengharamkan berdalil denda semacam ini mirip
dengan riba jahiliyah (riba nasiah), yaitu tambahan dari utang yang muncul
karena faktor waktuw/penundaan. Padahal justru riba inilah yang diharamkan saat

Al-Quran turun (QS Al-Bagarah : 275)
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Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mercka yang demikian itu, adalah discbabkan mercka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dsn mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dabulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserali) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamn ya.

Berdasarkan dalil tersebut maka mereka berpendapat bahwa denda itu
adalah riba, baik yang dikenakan pada orang yang mampu atau tidak mampu
membayar angsuran atau hutang, baik yang ditetapkan awal akad atau tidak".

Dari pembahasan diatas, penulis berpendapat bahwa pendapat sebagian

ulama yang tidak memperbolehkan adanya denda itu tidak relevan dengan

' Abdullah Mushlih & Shalsh Shawi, Mas Laa Yasa’s a1-Tajir Jahlahu, hal. 338
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perkembangan perbankan syariah maupun transaksi syariah yang lain pada masa
kini. Karena penerapan denda pada perbankan syariah saat ini hanya bertujuan
untuk memberikan edukasi kepada nasabah agar lebih berhati-hati dan disiplin
dalam membayar angsuran murabahab.

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan denda
pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya kepada nasabah yang terlambat
dalam membayar angsuran murabahah juga bertujuan memberikan peringatan
kepada para nasabah agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap
kewajibannya membayar angsuran tepat wakiu sesuai perjanjian nasabah dan

piha bank yang telah disepakati diawal.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (Al-Ma'idah: 1)
Selain bertujuan untuk mendidik nasabah agar lebih disiplin, pembebanan
denda kepada nasabah yang menunggak dalam membayar angsuran murabahah
adalah sama besarnya yaitu, 5% per bulan. Kemudian Dana dari denda akan
dimasukan ke dalam dana sosial atau disebut dengan gordlhu Hasan, yang mana
dana tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.Tetapi jika
nasabah benar-benar sudah pailit dan benar-benar tidak mampu untuk membayar
maka bank akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yang disertai dengan

negoisasi untuk menjual jaminan. Jika jaminan itu sudah terjual maka hasil



penjualan jaminan tersebut untuk melunasi hutang dan biaya operasional yang
ada di Bank Syariah Bukopin dan jika ada sisa maka sisa tersebut akan
dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam praktek pembebanan denda pada Bank Syariah
Bukopin ini dibolehkan dikarenakan Bank mempunyai tujuan yang baik yaitu
menjadikan nasabah lebih bertanggung jawab dan bisa lebih disiplin, selain itu
denda dalam Bank Syariah Bukopin tidak melampaui batas, yang mana dana
denda tersebut dialokasikan ke dana sosial atau dana Qardh/u Hasan dan jikalau
ada nasabah yang benar-benar sudah pailit tidak bisa sama sekali membayar,
Bank Syariah Bukopin memberikan cara dan solusi yang baik secara
kekeluargaan.

Dengan demikian maka, penulis berpendapat bahwa pembebanan denda
pada Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang terlambat membayar
angsuran sudah sesuai dengan syariat Islam Maupun ketentuan Dewan Syariah

Nasional.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam penelitian di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, besarnya denda
ditetapkan melalui rapat dewan pengurus pusat, yang mana jika terjadi
keterlambatan membayar angsuran murabahah maka akan dikenakan denda.
Dalam Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya akan dikenakan denda
sebesar 5% dalam satu bulan yang mana dibagi per harinya. Dan denda ini
dikenakan pada semua nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran.

2. Bank Syariah Bukopin menetapkan kategori nasabah yang mampu atau tidak
mampu dalam membayar yaitu dengan cara : Gaji ( minimal gajinya 2 juta),
usahanya atau kerjaannya, usia dan jaminan yang mana jaminan lebih tinggi
dari pembiayaan yang diajukan dengan prosentase 125%

3. Dalam hukum Islam denda hanya boleh dikenakan kepada orang yang mampu
tetapi dia lalai dalam membayarnya, akan tetapi jika denda itu bertujuan agar
nasabah menjadi disiplin dan tidak meremehkan pembayaran, maka denda itu
boleh diterapkan kepada nasabah, seperti halnya dalam Bank Syariah
Bukopin cabang Surabaya menerapkan denda jika nasabah terlambat dalam

membayar angsuran murabafah, yang mana bank bertujuan agar nasabah
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bertanggung jawab dengan perjanjiannya di awal dan mendidik nasabah lebih
disiplin.

Dan dalam Dewan Syariah Nasional ditetapkan bahwasanya denda
dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang disebabkan force majeur tidak
boleh dikenakan denda. Jadi penerapan denda pada Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya dibolehkan karena tidak melampaui batas dan bertujuan

agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan temuan-temuan selama melakukan penelitian di Bank Bukopin
Syariah Cabang Surabaya dan dari literatur yang mempunyai korelasi dengan
penelitian ini maka penulis memberi saran, agar Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya mempunyai standart prioritas kepada nasabah yang dibiayai
dan selalu mengacu kepada hukum syar’i yaitu sesuai dengan Al-Quran dan
hadits. Karena Bank syariah pada umumnya dan Bank Syariah Bukopin pada
khususnya adalah sarana atau tempat untuk mensyiarkan ajaran agama Islam.

2. Dan bagi para masyarakat yang belum mengenal tentang perbankan syariah,
lebih baik segera beralih ke perbankan syariah karena sistem perbankan
syariah sesuai dengan syari’at Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan

hadits. Hanya perbankan syariah yang mampu memberikan win-win solution
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kepada nasabahnya. Selain itu, hanya perbankan syariah yang mampu
menghadapi krisis ckonomi global. Schingga nasabah akan merasa aman
meskipun banyak perbankan konvensional yang pailit karena dampak krisis
ekonomi global.

. Dan untuk nasabah Bank Syariah Bukopin yang melakukan pembiayaan
murabajah agar membayar angsuran sesuai dengan tempo yang sudah
disepakati dan janganlah menunda-nunda pembayaran apabila telah mampu

untuk membayarnya.
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